
BERITA DAERAH KOTA CIMAH]
NOMOR Yro TAHUN zorg

PERATURAN WA]-I KOTA CIMAHI
NOMOR 2d TAHUN 2b Y)

Menimbalg

Mengingat

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RTqHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 170 ayat (3)
Undang-U:rdang Nomor 28 Tahun 2009 tentalg pajak
dan Retribusi Daerah serta pasai 80 ayat (3) peiatuian
Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tintang pajak
Daerah, perlu menetapkan peraturan Wali Kota -Cimahi
tentang Tata Cara pemeriksaat pajak Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO1 tentans
Pemben tukan Kota Cimahi (Lembaran Nesara-
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89.
Tambahan Lembaran Negara Republil< lndonesia
Nomor 41 16);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentans
Pajak Daerah dan Reribusi Daera} (Lembaran'
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O.
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 ter.rta];rs
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republii'
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor S5gZ)
sebagaimana telah beberapa kali diubatr terakhir
dengai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahaa Lembaran Neeara
Republik Indonesia Nomor 56791:
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

; PERATURAN WALI KoTA TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:1. Daeralr adalah Daerah Kota Cimahi. -
2. Pemerintah Daerah ada_lah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang merdmpin pelaksanian urusanpemerintahan ya]1g menjadi kewenangan daerah otonom.
3, Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Badan Pengelola pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat

Bappenda adalah Badan pengeloLa pendapatan-Daerah-Kota Cimahi.
5. K-epala Badan Pengelola pendapatal Daerah, yang selanjutnya disebut

Kepala Bappenda adalah Kepala eadaa eengeloli pendapatan Daerah
Kota Cimahi.

6. Pajak Daeral1, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak daeBhyang dipungut berdasarkan penetapan Wali t<ota dan berdasarkar
perhitungan Wajib pajak.

7 Subjek Pajak adalalr oraag pribadi atau badarr yang dapat dikenakar
Pajak.

8. Wajib Pajak adalah orarg pribadi atau badan meliputi pembayar pajak,
pemolgnC pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan
kewajibal perpajakan sesuai dengan ketentuan p"r"iu.an perundang_
undangan perpajakan daerah.

9. Penanggung Jawab pajak adalah orang pribadi atau badan yalg
bertanggung jawab atas pembayaral pajak termasuk watit yan!
menjalankan ha.l< memenuhi kewajiban Wijib eaiat menurut ketentuan
peraturan perundalg-undangan perpaja-kan daerah.

10. Badan adalah sekumpulal orang dar/atau modal yalrg merupakan
kesatuan, baik yalg melakukan usaha maupun yang tida]< melakukan
usaha yalg meliputi perseroan terbatai, pirse.oan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah dengan nama darl dalam bentuk apapun, frrma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
orgalisasi massa, organisasi sosial politik, itau orgalisasi 

- 
laimya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontraklnvestasi kolektif
dan bentuk usa.ha tetap.

11. Nomor Pokok Wajib pajak Daerah, yarg selanjutnya disingkat NpWpD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib palal< slbagai sLana dalam
administrasi perpajal<al yang dipergunakal se-bagai taida pengenal diri
atau idFntitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dal} kiwajiban
perpajakannya.

12. Nomor Objek Pajak, yang selaljutnya disingkat NOp adalah nomor
identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan 1Fee1 yang bersifat unik,
yaitu setiap objek pajak pBB diberikan satu NOp.
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" f..:T:^1u:i:l f"p*gr 1d karr di tempatnnggal _atau tempat kedu_ egiatan usahaatau pekeriaan bebas Waiib paj yang aiaaggapperlu oleh pemeriksa paiik.
26. Pemeriksaan Kantor adalan pemeriksaan yang dilakukan di kantorBappenda.
27. Tirn Pemeriksa pajat Daerah, yang selanjutnya disebut Tim pemeriksa

adala1l tim yang melakukal pemeriksaan."

sipil negara di lingkungarl Bappenda
oleh Kepala Bappenda aras na-ma

wenang, dall tanggung jawab untuk

2e.suratperintahrrrsas""-",ik"^";':;iTJiT*T,i11l,LT",,Hli"i;"-
melaksanakal pemeriksaan.

30. Surat panggilan Dalan adalah suratpanggilan mengenai dilat dalam Gngkamenguji kepatuhan pemenuhan anTatau untuktujuan Lain dalam ralgka melal<sanakan ketentuan peraturanperundang-undangal perpajakan.
31, Surat Pemberitahuan pemeriksaan Lapangan adatah suratpemberitahuan mengenai dilakukannya peme'rikslaan f,apalgan aatam

:aclj menguji .keparuhan peminuharr kewajibai- perpalakan
oan/alau untuk tujuan lain dalam rangka melaksarrakal ketenruanperaturan perundang_undangar perpajakal.

32. Peny
atau a tempatyans ltrT*untu
dikelola secafa elektronik dan o::hti*":tu"-"n, 

termasuk data vang

33. Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaar, yal1g seLanjutnya disingkat
tentang temuan pemeriksaan yang
ai koreksi, dasar koreksi, perhitungan

,.pajak ter-utang dan perhitungal

34. Laporan Hasi
laporan yang
disusun oleh
jawabkan serta sesuai dengan rua

35. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir, yarrg selanjutnya disebut LHp Sumiradalah.laporan tentang penghentian ee.meriksianianpa adarrya usuLan
penerbitan surat ketetapan pajak.

36. Pemeriksaan Ularg adalah pemeriksaan yang dilakukal terhadap WajibPajak yang telah diterbitkan iurat Ketitapan pqjak da_ri hasil
l:i:d**.. ^sebelumnya _untuk jenis ea;L Aan Masa pajak,
oagrar tallun pajak, atau Tahun pajal< ) ang sama.

37. Rualg Lingkup Pemeriksaan bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan meliputi
Pajak darl 1 (satu) atau beberap
Tahun Pajat< dalam tahun berial
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BAB II
PEMERIKSA

pasal 2
Bappenda melakukal perneriksaan Pajak Daerah,

BAB ]II
KRITERIA, RUANG LINGKUP DAN JENIS PEMERIKSAAN

(1)

(2)

Bagian Kesatu

Menguji Kepatuhan

pasai 3
Bappenda wajib memeriksa dalam rangka menguji kepatuhan WajibPajak yang mengajukan pe nohonin p."!"-t"fi'.ri---f."f"oit rr_,pemoayararr.paiak.

permohonan pengembaliaa
d pada ayat (1), Bappenda

rikal pengembalian pendahulual

PD yarg menyatakan Nihil atau di

menyatakan rugi; 
surat pemberitahuan yallg

d Y"ji? Pajak melakukan penggabungan. peleburan, pemekaran,
rlKurcasl, pembubaran. atau akan meninggalkal] daerai dan /arauIndonesia untuk selama-lamanvat

e Waji! Pajak tidak menyampaikan atau menyarnpaikar SI/fpD
tetapi melanpaui jangka wafttu yalg telah ditetapk;n dalam Surat
Teguran; atau

t Wajib 
-Pajak menyampaikan SpIpD yang diindikasikan adanya

]<ewajiban perpajakan wajib pajak y""g tO"f. dipenuhi sesuai
Kerentuan peraturan perundang_undargan perpajatan daerai.

Pemeriksaar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) darl ayat (2)
meliputi:
a. 1 (satu), beberapa, atau seluruh jenis pajak; dan
b. 1 (satu) atau beberapa Masa pajak, bagian Tahun pajak

atau Tahun Pajak datam tall ln beljalan maupun tahun_tahun
sebelumnya,

Dalam_ hal Masa Pajak telah daluwa-rsa berdasarkan peraturan
perundang-undargan. Bappenda tidak rnemeriksa pajak yang telah
claluwarsa tersebu t-

(3)

(4)

4q\t z



Bagiar Kedua

Ttrjuan lainnya

Pasal 4
(1) Bependa dapat melakukan pemeriksaan untuk tujuan r,ain yang terdiridari:

pemberian NWPD seca-ra jabatan;
penghapusan NPWPD;
Wajib Pajak mengajukar keberaran;
y-1lil t.j* mengajukan pengurangan atas pokok pajak danl atau
denda:

e. Wajih Pajak mengajukan penghapusan atas pokok pqjak dan/ ataudenda;
f. pengumpulal bahal guna penentua-n dasar pengenaan pajak;
g. pencocokan dara dan/a1au alat kererangan; du.,/"tur;
n. pemenksaan dalam rangka penagihan pajak.

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat meliDuti:
a. penentuan;
b. pencocokan; atau
c. pengumpulan materi,
yang berkaitarr dengan tujuan pemeriksaan.

Pasal 5
(1) Bappenda melaftukar pemeriksaan pajak terhadap Wajib pajak.
(2) P.eineriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah

dilakukan dengan cara pemeriksaan Kantor.
(3) Dalam hal Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dinilai._ kurang atau perlu dilakukan pendalaman iremeritsaan,
Pemeriksaarr dilanjutkan dengan pemeriksaan Lapangan.

(4) Pemeriksaan_ Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan
atau tidak dilaksanakan apabila Wajib pajak diketahui sedang dalam:
a. penyelidikan;
b. penyidikal; atau
c. penuntutaar tindak pidana perpajakan,

(5) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemedksaan pajak akan
dilaksanal<an jika Wajib pajak dalam 5 (tima)
dipidana karena melakukan tindak pidana di
ah.

pasai 6
Wajib Pajal yang mengajukan permohonal pengembalian kelebihan
pembayaran Pajal< harus mernenuhi persyaratan pbmohonal.
Persyaratan pemtohonall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi
menladl:
a. persyararan permohonan Wajib pajak badan: dalr
b. persyaratar permohonarr Wajib pajal< pribadi.

a.
b.
c.
d.

(1)

(21
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(3) P"t:Il:lt"tt 
-Wajib 

pajak badan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a, yaitu:
a. laporal keualgan Wajib yang telah
. diaudit oleh akuntan publi
b. laporan keuangan salah dua) TaiunPajak sebelum Tahun pajak yar diaudrt oleh
_ Akuntan Pubtik, dengan pendapat Wajar Tanpa pengeculfiii

f!:ran t<e.uang1n sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harusdenBan pendapat Wajar Tanpa pen ecualia_n.
Wajib Pa;ak.badan dan Wajib pajak pribadi harus membuat surarpemyataan tidak dalam penyelidikan, penyidikar, penuntutan findak
ll:i:l, _!:T"]q"", dan/atau tidak pernah dipidana dibidangperpajakan daeral.

ang perpajakal sebagaimana dimatcsud
5 (lima) tahun teral<hir tidak perna_tr
tindak pidana di bidang p..pl.iat<al

daerah.

dimaksud pada ayat (5)
engan Jormat surat pemyataan

yang merupakan bagiai tidak
lm.

pasal 7

l"*":k"_1"1 untuk tujuaar lain sebagaimana dimatsud dalam pasal 4huruf b dilakukan dengaljenis pemeriksaan Kantor.
Daiay hal diperlukan pendalaman lebih Ianjut terhadap pemeriksaal
untuk.tujuan lain sebagaimara dimaksu-d pada ayat (1), selainmelakukan Pemeriksaal Kantor Bappendl iug" rir,ii"r.rrf.an
Pemeriksaan Lapangan.

BAB ]V
TIM PEMER]KSA

Pasal 8
Bappenda dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah membentuk
Tim Pemeriksa Pajak,
Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan.
Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit
berjurnJah 4 (empar) orang dengan komposisi:
a. r (satul orang penyelia, ar olficio KepaTa Sub Bida:rg pada Bappenda

yang membidangi pemeriksaan;
b. 1 (satu) orang ketua tim; dan
c. 2 (dua) orarg anggota tim.
Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling sedikitmgmi]iti t (satu) orang alggota yang telah *"rrd^p"t p"rrOidiian ataupelatrhan teknis Pemeriksa paial(,

Kepala Bappenda menerbitkan Surat perintah Tugas pemeriksaan
bagi Tim Pemeriksa untuk setiap pemeriksaare.

+1\tx

(4)

(s)

(6)

(71

(1)

(2)

(1)

(21

(3)

t4)

(5)



Pasal 9
(1) Tim Pemeriksa wajibr

a. menyampaikal Surat parlggila]1 untuk pemeriksaan KaIror arauSurat pemberitahuarr pemeriksaanl,"prre;j.;;;; walt r"iat ;b. mempertihatkan Tanda pengenal il-p;mJrj1<Ta" ?an SuratPerintah T\rgas pemeriksaari f."p"a" w.:tlt-- p"iif. lada saatPemeriksaan;
c.
d. .91 kepada Wajib pajak;

e. dokumen;

pajal<; Hasil Pemeriksaan kepada wajib
I memberikan hak hadir..kepada_ Wajib pajak dalam ralgkapembahasan hasil pemeriksaan dalam U"t""' _ui.iu S,arlg t f"hditentukan;
g. melaftukan penyuluhan keoada

kewajibal perpajakannya sesuai
perundang-undanga]1;

h. mengembalikan buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
paling larna t4 {empat belas) hari

yans diketahui atau diberitah ?5"1TJ;fffi"-#ff""#?jl
dalam rangka pemeriksaar.

Dalam hal Tim pemeriksa tidak dapat menyampaikan surat
:-"l1CTT"rl" dimaksud pada ayat (1) huruf " 

" i"r""" tia"rolKetarulnya alamat dari Wajib pajaJ<, Tim pemeriksa dapatmenyampaikan informasi mengenai Surat pembeiitahuan
Pemeriksaan Laparegan atau Surat panggilal melalul telepon maupun
media lainnya.
qur.at Pan-gF an sebagaimana dima_ksud pada ayat (1) huruf a, dimulaiqai'r pangg an:
a. pertama;
b. kedua; darr
c. ketiga.

!f11t narus an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oenanap dengan tenggang waj<tu 7 (rujuh) hari kerJa.
Format Surat Pemberitahuan pemeriksaan Lapangan dan SuratPanggilal .lalam rangka pemeriksaari Karttor sebagaiitarea ai-at<suapada ayat (1) huruf a dan Talda pengenal sebafaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran If Au]l f,ampi."r1 nfya-ng merupakaJr bagian tidal< terpisahkan dari peratural Wati f<ota
tnI.

pasal 10

?d"T ld diperlukan. pelaksanaan pemeriksaan sebagairnana
olmaksud pada ayat (1) dapat dibartu oleh perangkat daeia_h lainda]r/ ata\t tenaga ahli dari luar Bappenda.

93lty"o perangkat daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukar oleh Kepala Bappenda kepada kepala perangkat daerahterkait.
Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh KepataBappenda,

Wajib Pajak untuk memenuhi
dengan ketentuan peraturatn

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

.{ 
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BAB V

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Bagian pertama

Staldar pemeriksaar

(1)

(21

pasal 1 1

Bappenda melatukal pemeriksaar pajak dilaksanakan berdasarkarnstandar dan peraturan perundang_undangan.
Standar_sebagaimana dimaftsud pada ayat {1), meliputi:a. standar umum;
b. standar pelaksalaare pemeriksaal: dalc. staj,)dar pelaporan hasil pemeriksaan.

pasal 12
Standar umum pemeriksaan sebagaimana
ayat (2) huruf a, merupakan statdar
persyaratan kompetensi pemeriksa paiak.

(1)

(1)

pencocokan data;
pengamatan;
pengumpulan baian keterangan;
KOnlrrtnasr;
teknik sampling; dar/ atau
penguJran.

dimaksud dalam pasal 10
yang berkaitan dengan

41t12

(2)

pasal 13
Stardar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

yallg baik sesuai dengan tujuan
gawasan yang seksama;

diperoreh yang harus a*emrxf; ffia"o#j;fi tffi ,uTlHJx"Jff 
-

c. temuan hasil pemeriksaal harus didasarkan pada bukti yangcukup dal berdasarkan ketentuan p"..t .- p"n_a^rrgi
undalgan;

d. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim pemeriksa;
e. suai jenis pemeriksaan yang

f. .'l\rgas 
pemeritsaal;

jam kerja;g. t dalam bentuk Kertas Kerj.a
_ Pemeriksaan; dan
n- Surat Ketetapal

rat Ketetapan pajak
apan Pajal< Daerah

Surat Ketetapan Pajak Daerah

Teknik Pemeriksaan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi:

b.
c.
d.

I



(3)
?aLaT haf Pemeriksaan tida_k selesai pada jam keda sebasarmanadimaksud pada ayat (1) huruf f, p"-.,ii;;'i;;.iiirlr."rii'ai r"*lam kefla.

l:-.,"rt". Pajak menyusun Kenas Kerja pemeriksaan sebagaimaradimaksud pada alat (ll hurufh
Kertas Kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berfungsi sebagai:
a,bukti Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaanPemeriksaa-n;
b. bahalr pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan Wajib pajak;
c. dasar pembuatan LHp;
d. 

-sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan ataubarding yarg diajukan oleh Wajib Fajak; dan
e. referensi atau sebagai baha[ tindak laljut untuk pemeriksaare

benkutnva.
Kertas K€da Pemeriksaal harus memberikan garnbaran mengenai:
a. prosedur dan alur pemeriksaan yang dilaksa-nakal;
b. data, keterangan, danlatau bukii yirg aip"iof"fr; 

-'

ianggap perlu yang berkaitan

dimaksud pada ayat
g merupa_kan baglan

(4)

(s)

(6)

{7)

Pasal 14
(1) Standar pelaporan hasil pemeriksaal sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (2) hur-uf c, meliputi:

a. LHP disusun secara ringkas. jelas dal dapat diperranggungjawab&an sesuai peraturan perundang_undangar perpaJakan
daerah.

b. L1IP sekurang-kurangnya meliputi:
1. Data umum:

a) idendtas Wajib pajak;
b) pembukua:r Wajib pajat;
c) pemenuhal kewajiban Wajib paja-k;
d) penugasan pemeriksaan;
e) gamba_ran kegiatan Wajib pajaft; danf) data/ Informasi yang tersedia.

2. Pelaksanaan pemeriksaan:
a) objek yarrg diperiksa; dan
b) penjelasar p4jak terutang.

3. Hasil Pemeriksaal:
al ikhtisar koreksi: dal
b) perhitungan pajak terutang.

4. Kesimpulan dal rekomendasi/Saran:

r ? {/.2



(2)

5. Lampiran:

3l :ural 
p_enntah Tlgas pemeriksaar;

Dl Surat pemberitaiuan pemeriksaan Lapangan arau SuratParggilan Dalam Rangka pemeriksaan fLtl., 
- **

c) Berita Acatra Hasil pemeriksaal;
d) lyTt pernyataan Kesalggupan pemenuharr KewajibanWajib pajak;
e) l€mbar persetujuan Hasil pemeriksaan; danrl r,amplran pendukung lainnya.

Tim .Pemeriksa membuat LHp Sumir untuk menghentikanPemeriksaan dalam hal:
arau a]lggota keluarga yang

perlKsa:
dalarn jangka waktu I
ggilan Dalam Rangka

2. tidak ditemukan dalam jangka -Jt, t (satu) bulan seJaktanAga_I Surat pemberitahuan pemerilsaan Lapanganditerbirkan.
b. Pemeriksaal Kantor atau Lapangal yarg

penyelidikan darr

c. kibatkarl adanya tambahan atas

sebelumnya; dan/atau 
pkan dalam surat ketetapal paiak

d. terdapat keadaa,n tertentu berdasarkar perdmbangal KepalaBappenda.

l_:q:dE"q"f yang dihentikan dengan membuat LHp Sumir karenaWajib Pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan 
"tu., uA"f.ditemukan sebagaimana aimat<sua_ paAa uy"t fit- t "*i-l] a"p"tdilakukan- Pemeriksaan kembali apabita dike;;d; irari iv"iiU p.:"r.

cuTemukan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu pemeriksaa.n

pasal 15
P.eineriksaan sebagaimana dimaksud da-lam pasal 3 dan pasal 4dilakukan dengan jargka waktu paling lama 30 ttG" p"f"frl fr*i t"rJ".
Jangka waktu Pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan WajibPajaft sebagaimana dimaksud d;bm pasal S aits"gi aJ"g." 

*t.fr"p",
jalgka wattu:
a. pengujian;
b. pembahasan al<hir hasil pemeriksaan; darl
c. pelaporan.

jligli y*lr, f"ngujian sebagaimana dimaksud pada ayaL (2) hurur a,paxng tama 14 (empat) belas hari keria.
Jangka-waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) drhitungsejak Surat pemberitahuan pemeriksaan 

""irp^i 

*'a""'e;;' 
spj]pdisampaikaa kepada:

a. Wajib Paja}
b.wakil;
c, kuasa;

(3)

(1)

(21

(3)

t4l
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(s)

(6)

(7)

(8)

a. pegawal; atau
e. anggota kelu
Jangka waktu dari wajib Pajak'

""p!:ri",^ ir-aksud pada ayat Tl#T"J*;ff1*Tri:hfi:T
nan kena.

Pemeriksaan dan pelaporan
dihitung sejal ranggal SpHp
Kuasa, pegawal, atau anggota

Jangka wattu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bpaling lama 8 (delapar1) hari ke4a.
Jangka wafttu
d,hit"ung sejak j#T;iT*,?:lj1]_#tr
berakleir, samp ar€msarlt.

pasal 16

Jalgka,waktu penguji ud dalamPasal 14 ayat (21 huruf
a. Pemeriksaan Kattor un paiali.

nva:
b. aiau permintaal data dan/atau keterangan

c 
T1q-]inCkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak;
oan / atau

d berdasarkan 
*nertimbangan Kepala Bidang pada Bappenda yang

membidangi Pemeriksaal.
e.9rO1n:a1San jalgka waktu pengujian pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pa_ting lama 14 (empat belas) frari f<e4a.-
Perpaljangal sebagaimana dimatsud pada ayat (1) direkomendasikan
secara tertulis oleh Tim pemeriksa kepada Kepala eidang.
Kepala. Bidang. melakukan pengkajian terhadap rekomendasi teftulis
seDagalmana drmaksud pada ayat (l).

51llT :"b"*"r-.tra dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan
perpanJan gan atau penolakan perpanjangan.
Jika kajian sebagaimana dimaksud
l,aud dtdL jawabar tertulis danmenyainpal ak.

(rl

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 17

{1) Wajib Pajak mempunyai hak untuk:
a. meminta kepada Tim pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda

Pengenal Tim Pemeriksa dan Surat perintah Tugas pemeriksaal;
b. meminta kepada Tim pemeriksa untuk memberikan pernberltal.uarr

secara tertulis sehubungal dengan pelaksanaan pemeriksaam;
c. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan

tentang alasan dan tujuan pe me riksaan;

4 .1\t



d. menerirna SpHp; darl
e. menghad+ pembahasan hasil pemeriksaan.

(2)

pembahasar.

Pasal 18

(2)

(1) Wajib Pajak
a. buku atau
b. dokumen

darl/atau
c. dokumen
Dokumen
dokumen
a. Denghasi

aJib memperlihatka n dan/atau meminjamkan:
catatar;
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatata!:

, 
sebagaimana 

_ 
dimaksud pada alar (1). merupakan

Dertru t ungan dengan:
yafrg diperoleh;

b. kegiatan aha Wajib Pajak; dan/atau
c. objek yang
Peminjaman

tang pajak.

(tujuh) hari
(3)

(4J

bagaimaaa dimaksud pada ayat (1) paling lama 7

Y^ttP^- L"j* wajib. memberikan kesempatan untuk mengaksesoan/arau mengunduh data yang dikeloJa secara elekrronik.
Wajib Pajak whjib memberikan kesempata-n yang diperlukan oleh Tim

u memeriksa:

bergerat.
tuan kepada Tim pemeriksa untuk

Yajib^*-l3jak wajib menyampaikan targgapan seca-ra tertulisatas SPHP

Wajib_ pajak w4jib memberikarr keterangan lisal dal/atau tertulisyalg diperlukalr.
Wajib pajak W€jib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri
Pemeriksaan sQsuai dengal wattu yang ditentukar.

BAI} \'II
PENUNDAAN bAN PENOLA(AN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

ts)

(6)

(7)

(8)

(e)

Pasal 19

(2)

(1)

Fomat surat pernyataan Penundaan pemberial Data danilatau

Daiarn ha-l
sebagaimana
rertentu yang
menarda
dan/atau Pen Pemeriksaan.

Penundaan
:gbagatngla dimatsud pada ayat (1)

l:_TT-t]"t darlfl.r .Fl:piran v sebagai bagran yang tid;;rpr'#k;

ajt! egjak belum dapat memenuhi kewajiban
matsud dalam pasal 18 ayat (1) karena afuan

rt ditenma oleh Tim pemeriksa, Wajib pajak harus
Surat Pernyataan penundaan pemberian Data

dari Peratural \tr/ali Kota ini.

I \rr



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
P,emeriksaal yang sudah diterbitkan Surat perintah Tugas narnun belum
:1115-sanatan, 

perqeriksaan dilakukaa sesuai dengan ketentuan peratu.at
Wali Kota ini.

Pasal 32
Ketentuan Pasal 8 ayat (4) mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah
drundangka-nnya Beraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
(1) fada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlatu, ketentuan

Pemeriksaan dblam:
a. Pasal 67 sampai dengaa pasal 81 peraturan WaLi Kota Cimahi

Nomor 5 lahun 2015 tentang Tata Cara
Daerah Ya4g Dipungut Berdasarkan penetap
Daerah Kotir Cimahi Nomor 242 Tahun 2OIS
diubah dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Talun 2olg
tentarg Pe4uballar1 Atas peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5
Tahun 201$ tentang Tata Caia pemungutan pajak Daerah yang
Dipungut qerdasarkan penetapar Waji Kota (Berita Daerah Kota
Cimahi Nofri,or 398 Tahun 2018); dan

b. Pasal 65 sqmpai dengan pasal 79 peraturan Wali Kota Cimahi
Nomor 6 T3hun 2015 tentang Tata Cara pemungutan pajak
Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib pajak (Berita Daerah Kota
Cimahi Nonlor 243 Tahun 2015), sebagaimana telah diubah dengal
Peratura-n Wali Kota Cimahi Nomor 53 Tahun 20 16 tentans
Perubahan Atas Peratural Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tanun 2O1d
tentang Tala Cara Pemungutan pajak Daerah yang Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Cimali Nomor 345
Tahun 2016).

dicabut dan dinJatakar tidak berlaku.

t q|t x



Peraturan Wali

Agar setiap orang
Peraturan Wali
Kota Cimahi.

Pasal 33

ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundalgan
ota ini dengal penempatan aaUm geriL Oaeiah

Ditetapkan di Cimahi
pada targgal 2z tnc\ 2Dr9

WAII KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundalgkan di
pada tanggal 2"

fl enuao

BERITA DAERAH A CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR q?O



LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : ,-i T4('lqo 2! r,
TANGGAL : 21- r^cr 2>r1
TENTANG : TATA CARI PEMERIKSMN PAJAK DAERAH

1. FORMAT SI-IRAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENYELIDIKAN,
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN, 1]AN/ATAU
TIDAK PERNAII DIPIDANA DI B]DANG PERPAJAKAN DAERAH

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

KOTA CIMAHI4

BERITA DAERAH A CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR Y?D



LAMPIRAN ]I : PERATUMN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR i Lo \6Uwr\ /n\9
TANGGAL : Le- V\1j et\9
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nonor
Sifat
Lampi|an
Hal

Cimahi,... .. 20

Kepada
Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan

Yth

_ Berdasarkan Surat Tugas pehefiksaan/Surat Kepulusan tentang Tim
Pemeriksa Nomof .... _ . .. tanggal . . bersama inidibe tahukan b;hwa l

Nama Wajib Pajak
NPWPD
Alamat
Masa & Tahun Pajak
Tujuan Pemeriksaan

Untuk kelanc€fan jalannya pemedksaan, diminta Saudara memoerlihatkan
dan/atau neminjamkan buku, catatan. oan dokumen, membenkar bantuan
sepenuhnya, sefia membefikan keterangan yang diperlukan pada:

Ha /Tanggal

Waktu

Apabila menolak untuk dilakukan peme ksaan atau tidak membantu
kelancaran jalannya Pemeriksaan, dapat drkenakan sanksi sesuai dengan keteniuan
yang d,atur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011
sebagaimana lelah mengalami perubahan dengan peraiuran Daeaah Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pajak Daerah dan psraturan Wali Kota Cimahi Nomor S Tahun 2015
sebagaimana telah mengalami perubahan dengan pe€iuran Wali Kota Cimahi
Nornor 62 T€hun 2018 ientang T€ta Cara pemungutan pajak Da€rah yang Dipungut
Bedasarkan Peneiapan Wah Kota dan peraturan Wali Kota Cimahi Nomor O tahr-rn
2015 sebagaimana telah ftengalami perubahan dengan peraturan Wali Kota Cimahj
Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara pernungutan pajak Daerah yang D;pungut
Berdasarkan Pefi itungan Wajib pajak.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan aias kerjasamanya diuc€pkan
terima kasih

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAEMH,

NIP-

DAERAH KOTA CIIUAHI
LA PENDAPATAN DAERAH

mah BtokJari cihanludns Geduns c Lantai2
ssg, Fax (022) 6632308

go_id Cimahi405t3 Jawa Barat

4qlttK



2. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KANTOR

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal A4 Mu 2!9

IMAHI{

uN 2019 NOMOR qlo



LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KoTA CIMAHI
NOMOR : ao 'lo'\wh /o\9
TANGGAL : aL Mai 94\9
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

r. FORMAT TANDA PENGENAI,

Tampak Depan Tampak Bela-kang

Nama
NIP

PEMERINTAH DAERAH KOTA CII\4AHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAEMH

PangkaYcol :

Jabatan :

Adalah ApaEtur Sipil Negara di lingkungan
Badan Pengelola Pendapatan Daefah
(Bappenda) Kota Cimahi atau Tenag€ Ahti yang
ditunjuk Kepala Bappenda Kota Cimahi yang
diberi wew€nang, tugas, dan tanggung jaw€b
untuk melaksan€kan Pemedksaan Pajak
Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota
Cimahi Nomor .. Tahun 2019 lentang Tata
Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

KARTU TANDA PENGENAL
PEI/!ERIKSA PAJAK DAERAH

Bgrlaku I

Cimahi, .. ........
KEPALA BADAN PENGELOLA

PENDAPATAN DAEMH.

N IP,

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

\\ "r. "t DAERAIT KorA crMAHr/

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal *r' \v\ei lotg

l^'o
BERITA DAERAH ItoTA CTMAHI TAHUN 2019 NoMoR q.to



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR .. lD -T^Wh LoIg
TANGGAL I t-2- w\u ang
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

(q\tx



II, DATr'/ INFORMASI YANG DIPEROLEH
1

t

III. ANALISA DAN PERHITUNGAN HASIL PEMERIKSMN

B Porhjtungan Hasil Pemeriksaan (terlampir)

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PR]ATNA

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal 44 Mci

Pj. sEIriREr KorA crMAHr j

f,(.anueo

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR LI}O

to\q

0{



LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR i }t -l,tvwr\ 0ar9
TANGGAL 19- wG M\q
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENUNDMN PEMBERIAN DATA DAN/ATAU
PENUNDAAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATMN

Yang bertanda tangsn dibswah inr :

NAI\4A

JABATAN
NAIVA USAHA

Berdasarkan surat pemberjtahusn pemeriksaan Nomoi .,, _...,,,
l'raka dengan ini kami menyetakan m€nunda membedkan dala dan / alau menunda pemenksaan pajak

. dengan alasar,

Untuk ilu kamimohon agar penyajian data/petaksan€an pemeriksaan dapat ditakukan tanggat _ . _. ..
Apabila sampai batas w€kiu tersebut kami tidak dapat msnyajikan data pemerikiaan mat<a tami
menyerahkan sepenuhnya kepada pemedksa untuk rnetakukan perhilungan pajak lerutang sesuai masa
pajaky.ng diperiksa di tompat usaha saya

Domrkian sural penundaan ini kami sampaikan agar dapat dipefgunakan sebagaiman€ mestinya. Alas
porhaliannya kami ucapkan t€rima kasih

Cimahi,

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal eA N^L\ ro\9

KOTA CIMAHI4

H

BERITA DAERAH KOTA CTMAHT TAHUN 2019 NOMOR qT



\r

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : ')n '(alwn )a\9
TANGGAL : aa Md 2ot9
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN I]ATA DAN
DOKUMEN

Dengan ini saya ysng bertanda tangan dibawah rnr i

JABATAN I

NAIT/A USAHA

ALAI\IAT IJSAHA

NPWPD

I\renyalakan tidak bersedia untLrk mempertjhalkan/meminjamkanhemboriksn dara maupun
dokumen yang djminta Tim pemedksaan pajak datam rangka pemedksaao pajak ..._.....sesuai
dengan Ps€turan Wati Kota Cimahi Nomor . .. . Tahun 201 9 tontang Tala Cars pemerikssan paiak
OaetEh ditempalwaha saya dengan atasan,

untuk itu saya selaku p badi maupun instirusi badan usaha bersedia unruk menedma sanksi bak sanksi
Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai dengan peratulan perundang_undangan yang bedaku

Cimahi, . .. .. .

Yang llrembuei Pemyataan

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal Aa MLi 2rt9

Pj. SEKRET

SAEFULLOHl/.
BERITA DAERAH K NOMOR ITTO



LAMPIRAN VII : PERATURAN WALI KoTA CIMAHI
NOMOR : LO -ladr\ ?ag
TANGGAL : t_e- 0'/\tj 2:at3
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan djbawah ini :

NAMA

JABATAN

NAMAUSAHA :

ALAMAT USAHA :

NPWPD

Menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak .. ........ ......... sesual
dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor .... Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daefah ditempat usaha saya dengan alasan,

Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk meneflma
sanksi, baik Sanksi Pidana maupun Sanksiperdata sesuaidengan peraturan perundang_
undangan yang berlaku.

Cimahi, ....... ............

Yang lvlembuat Pemyataan

(

414lx



2. FORMAT SU T TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN

( ,t1ll z



3. FORMAT BE A ACARA HASIL PEMERIKSAAN

I 614l /



5, FORMAT LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

sehubungan dengan surat pemberitahuan Hasir pemeriksaan pajak Daerah Nomor....
Tanggal ....., dengan inisaya:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku:

Wajib Pajak Wakil dari Wajib pajak

Nama :

NPWP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan setuju dengan seluruh hasil pemeriksaan dan sanggup
membayar Pokok Pajak terutang berikut sanksinya sesuai Surat pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan yang kami terima.

Demikian Lembar Pernyataan persetujuan Hasil pemeriksaan pajak Daerah ini dibuat
dan ditandatangani serta tanpa paksaan dari stapa oun.

Cimahi,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000,-

(Nama)

x\\t,



6. FORMAT BEzuTA ACARA HASIL KLARIFIKASI PEMERIKSAAN

NO Nama/NlP PangkaUcolongan Jebstan

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI PEIIIERIKSMN
Pada hari_ini ........... tangg -... Bulan ...... _.. Tahun ... bedempat dj Kantor Badan
Pengelola Psndapatan Da€ran ta C;mahi. kami.

B€rdasarkan Surat Tugas Kepata Badan pengelota pendapstan Da€rah Kote Cimahi, Nomor.. Tanggat tetah metakukan pemeriksaan atas pemonuhan kewajiban pajak
.. ....___. . .... terhadap:

Nama Wajib Pajak

NPWPD

Alamst

Pajak yang diwakill oleh :

Nama

berupa hasiltemuan Pemoriksaan sebesar Rp_ .... _

Hasil Kladfikasi.

Demikian Berjta Acara inidibusl dengan sebenamya dan ditandstangan i oteh:

Tim pem€ ksa Waiib pa;ak

4.

t)u

Diundalgkan di Cimahi
Pada tanggal te Md '-o\9

PJ. SEKRET

l/ SAEF'ULLOH

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

,{JAY MUHAMMAD PRIATNA

BERITA DAERAH TA CIMAHI TAHUN 2019 norraon .tT"


